
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTAHA
BEPUBLTK INDONESIA

K E T E TAP A N

MAJE LIS PEBMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No.II/MPRS/1960

TENTANG

GARIS_GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL
SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA I96I _ 1969

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat Pleno ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di'
Bandung.

Setelah membahas :

,,Rancangan D asar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta

Berencana Delapan Tahun 1961 - 1969" hasil karya Depernas, dan

menelitinya atas dasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal
28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis sebagai garis-garis

besar daripada haluan pembangunan :

Menimbang:

1. bahwa perlu segera ditetapkan Garis-garis Besar Pola Pembangunan
serta ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaanny a ;

2. bahwa Pembangunan Nasional semesta Berencana adalah suatu

pembangunan dalam masa peralihan, yang bersifat menyeluruh
untuk mcnuju tcrcupuinya maryarakaLadildun-makmur-bcrdaso,r-
kanfancasila atau Masyarakat Sosialis Indonesia dimana. tidalt
terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia,
guna rnemenuhi Amanat Penderitaan Rakyat;
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3. bahwa Pembangrnan Nasional semesta Berencana Delapan Tahun :
1961 - 1969 adalah pembangunan tahap pertama, yang nasional,
semesta, berencana dan berisikan tripola untuk meletakkan dasar-
dasar pembangunan rokhaniatr dan jasmaniah yang eehat dan kuat
serta pembangunan tata-perekonomian nasional yang sanggup berdiri
sendiri dan tidak tergantung kepada pasang-Bumbrya pasaran dunia;

4. bahwa syarat pokok untuk pembangunan rokhaniah yang sehat dan
kuat adalah antara lain menegakkan kembari kepribadian dan kebu-
dayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin,.
ekonomi terpimpin dan gotong-royong seperti dijeraskan dalam
dasar negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran dalam dasar
negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahaja dan
kejujuran ses.rai dengan ajaran ke-Tuhanan yang Mahi Esa.

5. bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata-keperekonomia,
nasional arlalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan
rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme,
feodalisme dan kapitalisme dengan mclaksanakan,,landrcform,'
menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya
meletakkan'dasardasar bagi industrialisasi; terutama industri dasar
dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai olerr ncgara;

Mengingat:

1. Amanat Penderitaan Rakyat yang terkandturg dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1g4b;

2. Pasal-pasal 21 ayat 2, 28,29, 80, 92, gg dan 84 Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1g4b;

3. Pasal t ayat 2 undang-undang Dasar Itepublik Incloncsia 1941-r
yang rrenentukan bahwa ,,Kedaulatan adalah ditangan Rakyat,
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratau Rakyat',;

4. Pasal 3 yo pasal IV Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Re-
publik Indonesia 194b;

5. Pasal2.ayat 3 Undang-Undang Dasar Itepublik lndonesia 194b;

6. Amanat Negara yang diucapkan olch Presidtln Jrada pr:mbukaan
Sidang Pertama M,P,R.S, tanggal 10 Nopember 19(i0;

7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Republik
lndonesia No. I/MPILS/1960 tanggal 1g Nopember 1960 tentang
..Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar.
daripada haluan Neglra",
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8. Permusyawaratan dalam rapat rapat Komisi-komisi, musyawarah
dan mufakat Pimpinan M,P..R,S. dengan Badan Pembantu Musya-
warah (BAPEMUS) dan rapat-rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara pada tanggal 1? Nopember 1960 sampai dengan 3 De-
sember 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Ketetapan tentang Garis-garis Basar Pola Pcmtrungunun
Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969 sebagai

berikut:

GARIS.GARIS BESAR POLA PEMBANGLINAN

Pa.sal 1

(1) Menyatakan bahwa Garis-garis Besar Pola Pembangunan termasuk
Pola Proyek yang dimuat dalam RANCANGAN DASAR LiNDANG-
UNDANG PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA DE.
LAPAN TAIIUN 1961 - 1969 hasit karya Depernas yang termuat
dalam Buku kesatu Jilid I, II dan III pada,umumnya sezuai dmgart
Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959 yang di-
ucapkan maupun yang tertulis dan pada umumnya sesuai pula dengan
Manifesto Politik Republik Indonesia yang telah diperkuat oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. I/lvlPRS/
1960.

(2) Menerima Garis-garis Besar Pola Pembangunan hasil karya
Depernas seperti termuat dalam Buku kesatu Jilid I, II, III sebagai
Gais-garis Bemr Pols Pembangunan Naaional Semesta Berencana dengan
ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam pasal-pasal dibawah ini.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Bidang M e ntal / Agam a/ Kero hhanian lPene litian

(1) Melaksanakan Manifesto Politik dilapangan pembinaan Mental/
Agama/Kerokhanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat
spiritual dan materiil agar setiap warga-negara .inpat mengembangkan
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kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indoneaia serta meuolak pe-
n ganrh-pengartrh bumk kebudayaan asing.

(2) Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran diper-guruan ,rendah sampai dengan pergrrnrdn tingg.

(3) Menetapkan pendidikan sgama nrenjadi mata pelujara' disekolalr-
sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan univ.r.sitas-rniversilas
Ncg-cri clcngun pengertlan bahwa rnurid-murid berhak tidak ikuLserta,
apabil a wali murid /murid clewasa menyatakan keberatanrnya.

(4) Membina sebaik-baiknya pemba,gurran rumah-rumah ibadah
dan lembaga-lembaga keagamaan.

(5) Menyelenggarakan kebijaksannan dan sistinr pcndiclihan nasional
yang tertuju kearah pembentukan te'aga-tenaga ahli clalam pembanguur-
an sesuai dengan syaraLsyarat manusia sosialis Indonesia, yang berwatak
luhur.

(6)Ivlengusahakan agar segala be,tuk da, pe^tujudan kescniarr
menjadi milik seluruh rakyat dan menyinarkan sifat-sifat nasional.

(7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakyat
dan massa revolusio ner.

(8) Kebijaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luar-uegeri
bebas dan aktif serta mengikut-sertakan rakyai tanpa meninggarka.
syarat-syarat ilmiah.

Pasal 3

Bidang Kesejahteruatt

i1) Kebijaks€uraa-n pembangunan dibidang kesejahteraan ditujukan
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang *nrit, iialairr kescluruh-
cftnlia.

{2) Menjan-rin setiap warga-negara akaa pckerjaan ciar: penghasiiari
yang layak guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari 'oagi dirinye sen-diri beserta keluarganyao seperti aniara rain keperlurn o,idurrg-panga..
pemmahan, kesehatan. pendidikan, kebuclayaan dan keagama:ur scrrajaminan untuk hari tua.

(3) Membarrgunkan usaha-usaha khusus untuk meninggikan tingkat
hiclup kaum btrruh, tani, nerayan clan karum pekerla pu'Ju umumnya
dengan menghapuskan ireban-beban sebagai p""r"ggurun dari hubungan
kerja kolonial dan feodal serta memberantas p.ng"rrggr*r,.
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Pasal 4

Bidang Pemerhtahan dan Keamanan /Pertahanan

(1) Untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan Pola Pembangun&n
Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1961 - 1969, diperlukan
penyezuaian seluruh ap4ratur negara dengan tugasnya dalam rangka
pelaksanaan lvlanifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangun-
an Semesta Berencana serta Ketetapan-ketetapan Majelis Pemrusyawa-
ratan Rakyat Sementara.

(2) Mengikut sertakan rakyat dan selumh alaLkelengkapan serta
selumh semangat dan daya-kerja bangsa dalam suatu gerBkan masaa
(massa-aksi) yang berbentuk satu organisasi Front Nasional.

(3) Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia
adaLrh basis pembangunan sernesta yang berdasarkan prinsip, bahwa
tonah sebagui alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghi$pan.

(4) Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandaskan
Manifesto Potitik Republik Indonesia beserta perperinciannya dan ber-
pangkal kepada kekuatan ralryat dengan bertujuan mejamin keamanan/
pertahanan na.sional serta turut mengusahakan terselenggaranya perda-
maian dunia.

(5) Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif
dan bersikap anti-kolonialisms dan anti imperialisme dan berdasarkan
pertahanan ralryat semesta yang berintikan tentara sukarela dan milisi.

(6) Mengingat bahwa jalannya Pembangunan Nasional Semesta
Berencana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka
perlu dilaksanakan pembangunan tata-perdesaan yang demokratis (de-
mocratic rural development) yang merata dan berencana sebagai salah
satu landasan dalarn pelaksarraan Pembangunan Nasional Semesta.

Pasal 5

Bidang Produhsi

(1) Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 - 1969 supaya
ditujukan kearah pengutamaan produksi batran keperluan hidup ral<yat
yang pokok untuk mencapai taraf rnencukupi keperluan serta menuju
kearah pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata.

(2) Oabang-cabang produksi yang vital untuk perkembanpn per-
ekouomlan na.sional dan rnenguasai hajat hldup rakyat banyak, dlkuas&i
oleh Negara. iika nerlu dimiliki oleh Negara
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i3) Untuk mengembangkan daya produksi guna kepentingan masya-
rakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikut-sertakan rakyat da-
lam pengerahan Eemua modal dan potensi (funds, and forces) dalam
negert, dimana lrnrr6 bumh dan tani memegang peranan yang penting.

Pasal 6

Bidang Dbhibusi dan Perhubungan

(1) Pemerintah menyelenggarakur tatadistribusi barang-bara.rrg
keperluan hidup sehari-hari agar dapat sampai ditangan rakyat dengan
cepat;cukup, rnerata, murah dan baik.

(2) Pemerintah mengafur. dan meuyalurkan distribusi bahan-batran
penting bagi pongtrldupan rakyat banyak dcngan mcngutamakan ikuL
sertanya kopemsi-koperasi Rulun-rukun Kampung, Rukun-rukun Te-
tangga serta sejenisnya dan swasta Nasional sebagai pembantu.

(8) Pemerintah menyelenggarakan impor barang-ba:zng kebuhrhan
pokok urtuk rakyat dan bahan-bahan baku serta bahan-bahan penolong
untuk industri vital, dan menguasai ekspor bahan-bahan baku.

(4) Negara menguasai dan menyelengarakan perhubungan dah ang-
kutan didamt dan laut yang vital, serta angkutan udara dan perhubungarl
tele kom unikasi selurtrhny a.

Pasat ?

Bidang Keuangan dan Pembiayaan

(1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Beren-
cana itu pertarna-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam
negeri sendiri dengan mengerahkan semua moda.l dan potensi (funds
and forces) yang pr6gresif; dengan sejauh mungkin ticlak menambah
beban rakyat.

(2) Jika modal nasional guna pembiayaan pembangunan belum
mencukupi, dapat diadakan keda=aama ekonomi dan tcknik dalam arti
luas dengarr luar negeri, dengan ketentuan bahwa ha-l tersebut :

a. tidat( bert€ntangan dengan Manifesto Politik dan Amanat Presiden
tentang Pembangunan;

b. dliln.m dalam pemndang-rudangan bersama-sama dengan Dewan
Peru,akilan Rekyat.

(3) Dalqp rangta pembangunan tata-perekonomian nasional yang
kuat'dan bebar, dipeduem adanya mafu sistim moneter yang sehat



dan stebil guna melanca*an produksi, digkibuei dan pcrdagangan, scrta
peredaran uang ysng berencana.

Pasal 8

Ketentuan Pelahsnaan

(1) Dalam pelaksana:rn Pola Pcmbangunan Na^sional Scmesta Beren'
cana Delapan Tahun : 1961 - 1969, rnaka hasil karya Depernas Jiiid
IV sampai dengan XVII perlu diperhatikur oleh Pemerintah sebagai
pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan
ini.

(2) Untuk rnenjamin berlangsungmya Pcmbangunan Nasional Semes"

ta Berencana Delapan Tahun : 1961 - 1969, pelaksanaan pembangunan
ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan pemndang-undangan.

BAB III
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pa-sal 9

(1) Pada Ketetapan ini diikuLsertakan tiga larnpiran yang dinamakan
Lampiran A, Lampiran B dirn Lampiran C.

(2) Larnpiran A tcrsebut pada ayat (1) diatas merupakan pcnycmpur-
naan daripada Garis-garis Besp Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana karya Depernas, sedangkan Lampiran B dan Lampiran C
meruptikan pedoman bagi pelaksonaannya.

(3) Isi Lampiran A mempunyai kckuatan scbagai amandcmcn-arnan-
demen daripada Buku kesahr Jilid I, II dan III.

BAB IV

KEKUA,SAAN PENUH

Pusal 10

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan PeranglPemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk mel,aksana-
kan putusan-putusan ini.

Ditetapkan dikota Bandung .

pada tanggal 3 Desember 1960.
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